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terhadap barang yang akan diimpor. 

Dengan demikian, harus ada informasi 

sekiranya akan diterbitkan ketentuan 

“Advance Rulling” dan harus ada tinjauan 

ulang dalam waktu yang wajar. Cakupan 

Advance Rulling antara lain klasifi kasi 

tariff , asal muasal barang impor.

4. Ketersediaan aturan mengenai 

banding atau review (Artikel 4)

 Negara wajib memberikan hak bagi 

pelaku usaha untuk mengajukan banding 

dan hak tersebut harus bersifat non-

diskriminasi 

5. Ketidakberpihakan, Non Diskriminasi 

dan Transparansi (Artikel 5)

 Pengaturan ini mencakup pengawasan 

atau pemeriksaan di perbatasan terkait 

produk makanan, minuman atau pakan 

ternak guna melindungi kesehatan 

dan keselamatan manusia, hewan, atau 

tumbuhan, jika dilakukan penahanan 

barang impor, maka penahanan tersebut 

harus segera diberitahukan ke importer 

dan terjaminnya hak importir untuk 

memperoleh tes uji kedua 

6. Kepastian mengenai biaya 

administrasi, termasuk pajak, bea 

masuk dan dendanya (Artikel 6) 

 Harus ada kepastian mengenai besaran 

biaya yang dikenakan terhadap barang 

impor dan barang ekspor. Instansi 

pengelola wajib menginformasikan 

rincian biaya administrasi secara jelas 

dan secara berkala biaya tersebut harus 

ditinjau ulang.

7. Pelepasan barang-barang impor 

ekspor (Artikel 7) 

 Pengaturan mengenai pelepasan barang 

ekspor impor misalnya dengan cara 

menyempurnakan dan menerapkan 

pengaturan dokumen/manifest sebelum 

barang tiba di pelabuhan impor, 

dimungkinkannya pembayaran bea/

pajak/fee melalui elektronik, kewajiban 

menerapkan manajemen resiko dan audit 

kepabeanan 

8. Kerjasama lembaga yang bertanggung 

jawab di lintas batas (Artikel 8)

 Kerjasama antara lain mencakup  

koordinasi prosedur arus barang dan jasa 

di perlintasan perbatasan dan fasilitasi 

perdagangan lintas batas, misalnya 

dengan melakukan pengawasan bersama 

dan penyelerasan jam kerja pekerja 

instansi yang bertanggung jawab di 

perdagangan lintas batas.

9. Pergerakan barang impor antara lain 

negara wajib menciptakan kelancaran 

arus impor termasuk perdagangan 

barang antar pulau (Artikel 9)

10. Prosedur formal mengenai impor, 

ekspor dan transit barang (Artikel 10)

 Anggota WTO wajib melakukan 

penyederhanaan prosedur impor, 

ekspor dan transit barang. Anggota WTO 

juga harus bisa menerima dokumen 

pendukung dalam bentuk e-paper 

atau copy (tidak mesti harus asli) dan 

kemudahan prosedur dalam bentuk 

Pelayanan Satu Atap 

11. Kebebasan dalam melakukan transit 

dan pengaturannya harus sederhana 

(Artikel 11)

 Kebijaksanaan yang mengatur transit tidak 

boleh dijadikan sebagai alat terselubung 

sebagai penghambat perdagangan dan 

tidak boleh bersifat diskriminatif serta 

penyediaan infrastruktur yang memadai 

12. Kerjasama kepabeanan (Artikel 12)

 Kerjasama kepabeanan antara lain dapat 

menyangkut mengenai pertukaran 

informasi dan kemungkinan verifi kasi.

Memperhatikan substansi yang diatur 

dalam TF tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ada 2 (dua) perspektif 

di dalamnya, yaitu TF yang mengatur 

mengenai perangkat keras (hardware) 

berupa perbaikan infrastruktur jalan, 

pelabuhan, dan fasilitas penunjang 

lainnya dan perspektif perangkat lunak 

(software) seperti  otomatisasi dokumen, 

standardisasi prosedur, dan single window.

Relevansi TF dengan Peraturan 
Perundangan Nasional

Karena posisi dan perkembangan perundingan 

perdagangan di WTO yang dikaitkan dengan 

kepentingan negara berkembang dan negara 

kurang berkembang, TF yang dinilai mewakili 

kepentingan negara maju pada akhirnya 

disepakati semua anggota WTO termasuk 

Indonesia setelah melalui imbalan antara lain 

berupa kebijaksanaan “public Stockholding” 

dan sebagian isu pembangunan. Muncul 

pertanyaan, apakah dengan disepakatinya 

TF, Indonesia harus membentuk, mengubah 

peraturan perundangan nasional? Atau 

sekedar melakukan penyempurnaan peraturan 

perundangan yang sudah ada atau bahkan 

mencabut peraturan perundangan yang 

sudah ada. Dari pembentukan dan program 

pembentukan peraturan perundangan 

yang sudah  berlangsung atau yang masih 

dalam perencanaan, ternyata pembangunan 

hukum di Indonesia yang terkait dengan TF 

masih dalam posisi yang sejalan, setidaknya 

ditinjau dari substansi Undang-undang 

No. 10 Tahun 1995 jo UU No. 17 Tahun 2006 

tentang Kepabeanan, Undang-undang No. 

16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, 

Ikan, dan Tumbuhan, Undang-undang No 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Undang-undang No. 17 Tahun 2008 

tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah 
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Hampir seluruh transaksi dalam 

kegiatan ekonomi dilakukan melalui 

bank. Hal ini tidak terlepas dari 

tingginya tingkat kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga perbankan, selain faktor 

meminimalisir resiko yang timbul apabila 

transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Bank 

telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, termasuk 

didalamnya kegiatan perdagangan berjangka 

komoditi.

Mengingat bank adalah bagian dari sistem 

keuangan dan sistem pembayaran, yang 

masyarakat luas berkepentingan atas 

kesehatan dari sistem-sistem tersebut, 

sedangkan kepercayaan masyarakat kepada 

bank merupakan unsur paling pokok dari 

eksistensi suatu bank, maka terpeliharanya 

kepercayaan masyarakat kepada perbankan 

adalah juga kepentingan masyarakat 

banyak. Untuk kepentingan tersebut muncul 

pemikiran untuk merahasiakan keadaan 

keuangan nasabah bank dengan melahirkan 

konsep rahasia bank. 

Perdagangan berjangka komoditi atau 

commodity futures trading adalah segala 

sesuatu yang berkaitan dengan jual beli 

komoditi dengan penarikan margin dan 

dengan penyelesaian kemudian berdasarkan 

Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, 

dan/atau Kontrak Derivatif lainnya. Kegiatan 

perdagangan berjangka komoditi dilakukan 

didalam suatu bursa berjangka, bisa dilakukan 

melalui pialang berjangka atau pedagang 

berjangka. Yang menjadi fokus tulisan ini 

REKENING TERPISAH REKENING TERPISAH 
(SEGREGATED ACCOUNT) (SEGREGATED ACCOUNT) 

PIALANG BERJANGKA PIALANG BERJANGKA 
DI BANK PENYIMPAN DI BANK PENYIMPAN 
DALAM TRANSAKSI DALAM TRANSAKSI 
PERDAGANGAN PERDAGANGAN 
BERJANGKA BERJANGKA 
KOMODITIKOMODITI

 Simon Tumanggor

adalah kegiatan perdagangan berjangka yang 

dilakukan oleh Pialang Berjangka.

Pialang Berjangka merupakan badan usaha 

yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi 

berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak 

Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif 

lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik 

sejumlah uang dan/atau surat berharga 

tertentu sebagai Margin untuk menjamin 

transaksi tersebut.1 Sebelum melaksanakan 

transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif 

syariah atau kontrak derivatif lainnya untuk 

nasabah, Pialang Berjangka wajib menarik 

margin dari nasabah sebagai jaminan transaksi 

tersebut.2 Sedangkan yang dimaksud dengan 

margin ialah sejumlah uang atau surat berharga 

yang harus ditempatkan oleh nasabah pada 

Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada 

Anggota Kliring Berjangka, atau Anggota 

Kliring Berjangka pada Lembaga Kliring 

Berjangka untuk menjamin transaksi kontrak 

berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau 

kontrak derivatif lainnya. Margin yang diterima 

Pialang Berjangka wajib ditempatkan ke dalam 

rekening terpisah (segregated account) Pialang 

Berjangka pada Bank yang telah disetujui oleh 

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka 

Komoditi (BAPPEBTI).

1 Lihat Pasal 1 angka 17 Undang-Undang  Nomor 
10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi

2 Lihat Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang  Nomor 
10 tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi.

Margin yang diterima oleh Pialang Berjangka 

wajib diperlakukan sebagai dana milik 

nasabah, termasuk pula tambahan dana hasil 

transaksi nasabah, sehingga walaupun berada 

dalam rekening tepisah Pialang Berjangka 

margin tersebut tidak dapat dipergunakan 

oleh Pialang Berjangka untuk keperluan 

diluar kepentingan dan persetujuan nasabah. 

Dengan kata lain Pialang Berjangka tidak dapat 

mempergunakan margin tersebut seolah-olah 

dana tersebut milik Pialang Berjangka. 

Bank yang menjadi bank penyimpan dana 

rekening terpisah Pialang Berjangka adalah 

bank umum yang berstatus sebagai bank 

devisa yang telah memperoleh persetujuan 

Bappebti. Untuk dapat memperoleh 

persetujuan sebagai Bank Penyimpan, bank 

tersebut harus mengajukan permohonan 

kepada Bappebti disertai dokumen yang 

dipersyaratkan3. 

Setiap Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 

1 (satu) rekening terpisah dalam mata uang 

rupiah dan/atau 1 (satu) rekening terpisah 

dalam mata uang Dollar Amerika Serikat 

pada setiap Bank Penyimpan.4 Pembukaan 

rekening terpisah hanya dapat dilakukan oleh 

pengurus Pialang Berjangka yang berwenang 

sesuai dengan yang ada dalam Akte Pendirian 

3 Lihat Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 
1999 tentang Penyelenggaran Perdagangan Berjangka 
Komoditi.

4 Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi Nomor : 61/Bappebti/Per/12/2007 
tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawas 
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappeb-
ti/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah 
(Segregated Account) Pialang Berjangka.
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Perusahaan Pialang Berjangka. Pengaktifan 

rekening terpisah oleh bank penyimpan hanya 

dapat dilakukan setelah Pialang Berjangka 

memperoleh ijin usaha dari Bappebti. Margin 

yang ada dalam rekening terpisah hanya 

dapat ditarik dari rekening terpisah untuk 

pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan 

keterlambatan dalam memenuhi kewajiban 

nasabah sehubungan dengan transaksi 

kontrak berjangka dan/atau untuk keperluan 

lain atas perintah tertulis dari nasabah yang 

bersangkutan. 

Sebagai sebuah insitusi perbankan, bank 

yang telah mendapat persetujuan untuk 

menjadi bank penyimpanan dalam kegiatan 

perdagangan berjangka komoditi juga 

memiliki kewajiban menjalankan prinsip 

rahasia bank dengan merahasiakan segala 

keterangan mengenai nasabah dan 

simpanannya5. Hal ini didasari oleh : pertama, 

rahasia bank merupakan kelaziman dalam 

indutri perbankan untuk tetap menjaga 

kepercayaan masyarakat, kedua, untuk 

kepentingan bank yang dalam usahanya 

memerlukan kepercayaan dari nasabah, 

ketiga, peraturan perundangan-undangan 

bidang perbankan mewajibkan kerahasiaan 

bank, dan keempat, rahasia bank diperlukan 

untuk mencegah terjadinya penyitaan yang 

sewenang-wenang6. 

Rekening terpisah merupakan rekening 

dari Pialang Berjangka yang dibuka pada 

5 Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 
yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Rahasia 
bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 
keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Sim-
panannya.

6 Yunus Hussein, Rahasia Bank dan Penegakan Hukum, 
Jakarta : Juanda Tiga Lima, 2010, hal. 11-13

bank yang telah memperoleh persetujuan 

Bappebti untuk menyimpan margin dari 

nasabah perdagangan berjangka komoditi. 

Artinya rekening terpisah merupakan rekening 

khusus untuk menyimpan margin milik 

nasabah Pialang Berjangka yang terpisah 

dengan rekening yang digunakan dalam 

operasional perusahaan Pialang Berjangka. 

Meskipun rekening terpisah berada dibawah 

pengelolaan Pialang Berjangka namun dana 

yang disimpan pada rekening terpisah bukan 

milik Pialang Berjangka melainkan milik 

nasabah Pialang Berjangka. 

Tujuan dibuatnya rekening terpisah adalah 

untuk memberikan perlindungan bagi 

masyarakat yang melakukan kegiatan 

perdagangan berjangka. Dalam kenyataan 

rekening terpisah rawan terhadap 

penyimpangan dan/atau penyalahgunaan 

dari Pialang Berjangka. Untuk itu pada saat 

dilakukan pembukaan rekening terpisah, 

Pialang Berjangka wajib memberikan kuasa 

kepada Bappebti.7 Kewajiban pemberian 

kuasa dari Pialang Berjangka kepada 

Bappebti merupakan legal solution untuk 

dapat menerobos ketentuan rahasia bank 

dalam upaya memberikan perlindungan 

bagi nasabah Pialang Berjangka. Kuasa yang 

diberikan Pialang Berjangka kepada Bappebti 

mencakup untuk melakukan tindakan sebagai 

berikut :

Memperoleh segala data dan informasi yang 

berkaitan dengan pengawasan atas rekening 

terpisah dalam bentuk apapun dan melalui 

sarana apapun yang terdapat di bank;

7 Lihat Pasal 4 Ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pen-
gawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/
Bappebti/Per/7/2006 tentang Pengelolan Rekening Ter-
pisah (Segregated Account) Pialang Berjangka

Meminta pemblokiran rekening kepada bank 

sewaktu-waktu diperlukan;

Melakukan penutupan rekening terpisah 

kepada Bank sewaktu-waktu diperlukan;

Melakukan pemindahan dana dari rekening 

terpisah ke rekening penampungan (escrow 
account) pada saat terjadi penutupan.8 

Pencantuman klausula untuk memperoleh 

data dan informasi yang berkaitan dengan 

rekening terpisah pada bank penyimpan 

dalam surat kuasa dimaksud sejalan dengan 

ketentuan Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan yang menyatakan “Atas 
permintaan, persetujuan atau kuasa dari 
Nasabah Penyimpan yang dibuat secara 
tertulis, bank wajib memberikan keterangan 
mengenai simpanan Nasabah Penyimpan 
pada bank yang bersangkutan kepada pihak 
yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan 
tersebut.” Pelanggaran terhadap Pasal 44 A 

dikenai sanksi pidana penjara dan denda 

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 A.  Namun 

peraturan perundang-undangan bidang 

perdagangan berjangka komoditi belum 

secara eksplisit mencantumkan sanksi apabila 

bank penyimpan tidak melaksanakan perintah 

Bappebti untuk melaksanakan pemblokiran, 

penutupan, atau pemindahan dana dari 

rekening terpisah Pialang Berjangka yang 

ditutup ke rekening penampungan (escrow 
account). 

8 Lihat Lampiran SK Kepala Badan Pengawas Perda-
gangan Berjangka Komoditi Nomor : 59/Bappebti/
Per/7/2006 tentang Pengelolan Rekening Terpisah (Seg-
regated Account) Pialang Berjangka
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costs of administration, standardization, 

technology, information, transaction, labor, 

communication, insurance and fi nancing, 

as well as reducing the time costs related to 

these procedures. Dengan batasan tersebut, 

TF diartikan sebagai proses yang pada 

akhirnya menghasilkan pengurangan atau 

bahkan penghapusan hambatan non-tariff , 

termasuk di dalamnya adalah berkurangnya 

biaya administrasi prosedur ekspor impor baik 

yang menyangkut urusan standard, teknologi, 

informasi, transaksi, biaya produksi efi siensi 

tenaga kerja, komunikasi, asuransi dan biaya 

pendanaan.

 

Ruang Lingkup Pengaturan Trade Ruang Lingkup Pengaturan Trade 
FacilitationFacilitation

Untuk menilai apakah TF ini benar-benar 

merupakan karpet merah untuk impor 

sebagaimana dikemukakan beberapa 

Lembaga Swadaya Masyarakat, perlu dicermati 

terlebih dahulu mengapa masih diperlukan 

perjanjian TF karena sebenarnya pengaturan 

serupa sudah ada terlebih dahulu di perjanjian 

“General Agreement on Tariff s and Trade 

(GATT) tahun 1947” dan pertanyaan kedua 

yaitu apa saja yang diatur dalam TF. Pengaturan 

yang ada di TF dan sudah ada di GATT adalah 

Artikel V GATT mengenai “Freedom of Transit”, 

Artikel VIII GATT mengenai biaya dan prosedur 

ekspor impor (Fees and formalities related to 

importation and exportation) dan Artikel X GATT 

mengenai kewajiban transparansi (Publication 

and administration of trade regulations). 

Aturan pokok mengenai substansi yang ada di 

TF sebagai pelengkap dari apa yang sudah ada 

di GATT 1947 setidaknya mencakup 12 artikel 

dari mulai kewajiban menyediakan informasi 

kebijaksanaan hingga kerjasama internasional 

di bidang kepabeanan.

Jika dilihat sepintas substansi pokok TF hasil 

kesepakatan di Bali tersebut tampaknya 

didominasi oleh pengaturan mengenai 

kepabeanan. Namun demikian, pengaturan 

tersebut sangat terkait dengan isu ekonomi 

lain seperti kepelabuhanan, karantina, 

prosedur ekspor impor, biaya administrasi, 

pengangkutan dan transit. 

Keduabelas artikel TF tersebut mengatur 

mengenai :

1. Kewajiban menerbitkan publikasi dan 

menyediakan informasi mengenai 

prosedur ekspor impor dan ketentuan 

terkait lainnya (Artikel 1). 

 Ketentuan ini mengharuskan anggota 

WTO  melakukan publikasi kebijaksanaan 

yang mengatur mengenai ekspor, impor, 

prosedur transit, bea masuk dan biaya 

lainnya, sanksi, hak untuk banding  secara 

non diskriminatif dan mudah diakses 

melalui Internet. Selain itu, anggota WTO 

juga wajib menyediakan informasi melalui 

internet atas hal-hal yang menyangkut 

informasi ekspor/impor, prosedur transit, 

bentuk dan macam formulir/dokumen 

pengurusan ekspor impor serta alamat 

kontak yang harus dihubungi jika terjadi 

hambatan. Anggota WTO juga wajib 

menunjuk/menyediakan Enquiry Point 

yang dapat menjawab pertanyaan yang 

terkait dengan kebijakan di atas serta 

kewajiban melakukan notifi kasi ke Komite 

Trade Facilitation 

2. Ketersediaan kesempatan untuk 

memberi masukan atas rencana suatu 

kebijaksanaan  (Artikel2) 

 Pemangku kepentingan wajib diberi 

kesempatan untuk memberi masukan 

mengenai kebijaksanaan baru mengenai 

perdagangan dan ketentuan terkait 

lainnya dan ketersediaan waktu 

untuk acara konsultasi terhadap 

rencana kebijaksanaan baru tersebut. 

Ketentuan ini mewajibkan anggota 

WTO menyediakan waktu bagi pihak 

terkait untuk memberikan komentar atas  

konsep kebijakan atau perubahannya 

(sesuai dengan hukum nasional), wajib 

menyediakan informasi tentang peraturan 

sebelum peraturan diberlakukan, wajib 

melakukan konsultasi timbal balik antara 

instansi yang bertanggung jawab di 

perbatasan dengan pelaku usaha.

3. Ketersediaan aturan mengenai 

“advance rulling” (Artikel 3)

 “Advance Ruling” adalah pernyataan 

tertulis atau keputusan tertulis dari 

instansi atau pejabat yang berwenang 

untuk memberikan penjelasan kepada 

importir mengenai hal-hal yang terkait 

dengan nilai pabean atau informasi lain 

yang terkait (misalnya klasifi kasi HS) 
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“TRADE FACILITATION” KARPET MERAH UNTUK IMPOR“TRADE FACILITATION” KARPET MERAH UNTUK IMPOR
Djunari Inggit Waskito, SH, LLM

PendahuluanPendahuluan

Isu Baru disepakati di Konperensi Tingkat 

Menteri Perdagangan WTO di Singapura tahun 

1996. Isu Baru terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu 

pertama amanat kajian antara perdagangan 

dengan investasi, kedua amanat kajian kaitan 

antara perdagangan dan persaingan usaha/

kebijaksanaan praktik anti persaingan, ketiga 

amanat kajian transparansi mengenai praktik 

pengadaan barang/jasa oleh pemerintah 

dan terakhir atau keempat yaitu amanat 

pengaturan mengenai “trade facilitation” yang 

pada intinya adalah  menghilangkan hambatan 

bagi negara yang memiliki kesulitan untuk bisa 

hadir dalam berbagai pertemuan WTO. Pada 

pertemuan-pertemuan berikutnya, ternyata 

keempat bagian dalam Isu Baru ditolak oleh 

negara berkembang dan negara belum 

berkembang, sehingga pada pertemuan 

Konperensi Tingkat Menteri Perdagangan 

WTO di Cancun, Meksiko tahun 2004, Isu Baru 

sebagai hasil produk pertemuan di Singapura 

dinyatakan dicabut.

Dengan substansi yang berbeda, Isu “Trade 

Facilitation” kembali muncul pada pertemuan-

pertemuan WTO pasca Cancun dan kali 

ini proes perundingan Trade Facilitation 

berlangsung sangat cepat, melebihi 

kecepatan perundingan isu-isu lain yang 

lebih sensitive seperti perundingan sektor 

pertanian, perundingan sektor Akses Pasar 

Produk Manufaktur dan perundingan sektor 

Jasa. Jadilah isu “Trade Facilitation” sebagai 

satu isu yang mewakili kepentingan negara 

maju sehingga menjadi bagian dari  posisi 

tawar menawar dalam perundingan dengan 

isu Pertanian (khususnya fl eksibilitas Public 

Stockholding) dan isu Pembangunan 

(Pengecualian Kewajiban Negara Kurang 

Berkembang di sektor Jasa) yang mewakili 

kepentingan negara berkembang  dan 

negara kurang berkembang. Pada akhirnya, 

setelah hampir 20 tahun WTO “vakum”/ tidak 

menghasilkan kesepakatan yang berarti, pada 

Konperensi ke IX Tingkat Menteri Perdagangan 

WTO di Bali, Indonesia tahun 2013, WTO 

melahirkan kesepakatan yang ditandai 

dengan disepakatinya Trade Facilitation, Public 

Stockholding dan beberapa sub isu mengenai 

Pembangunan. 

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat 

mengkritisi substansi perjanjian “Trade 

Facilitation” sebagai produk yang mewakili 

kepentingan negara maju. Alasan utama 

kritik tersebut adalah bahwa Trade Facilitation 

berisi paksaan agar semua negara anggota 

WTO (termasuk negara berkembang 

dan negara kurang berkembang) wajib 

menciptakan sarana, prasarana dan hukum 

yang menciptakan kecepatan prosedur 

impor. Kecepatan prosedur impor ini dinilai 

oleh pengkritisi sebagai “karpet merah” bagi 

masuknya produk impor sehingga akan 

mengakibatkan pasar negara berkembang 

dan pasar negara kurang berkembang akan 

menjadi sasaran empuk bagi akses pasar 

produk negara-negara maju. Untuk sekedar 

mengulas kritisi tersebut di atas, tulisan 

ini disusun untuk memberikan penjelasan 

mengenai materi produk “Trade Facilitation” 

(selanjutnya disingkat TF) dan beberapa 

peraturan perundangan yang terkait dengan 

isu Trade Facilitation, khususnya peraturan 

perundangan mengenai Kepabeanan, 

Perhubungan, Perdagangan dan sektor terkait 

lainnya. 

Batasan “Trade Facilitation”Batasan “Trade Facilitation”

Dalam pengertian secara umum, TF dapat 

diartikan sebagai rasionalisasi sistematis 

prosedur dan dokumen untuk perdagangan 

internasional, khususnya pada alur ekspor-

impor (Staples, 1998). Dalam batasan tersebut, 

TF merupakan prosedur ekspor impor yang 

secara rasional harus merupakan suatu 

prosedur yang sistematis. Prosedur yang 

sistematis itu seperti apa, tidak mendapat 

ruang yang cukup untuk dijelaskan. 

Komisi Eropa atau Uni  Eropa mengartikan 

TF sebagai suatu proses berkelanjutan 

yang pada akhirnya menghasilkan suatu  

penyederhanaan dan harmonisasi prosedur 

perdagangan internasional termasuk prosedur 

impor dan ekspor. Uni Eropa membaca TF 

sebagai suatu proses sekaligus hasil yang pada 

akhirnya adalah berupa prosedur ekspor dan 

impor yang sederhana. 

Selanjutnya, batasan mengenai TF secara 

umum tapi rinci menyatakan bahwa “Trade 

Facilitation can be defi ned as the lowering 

or elimination of non-tariff  barriers. More 

specifi cally, it is an attempt to lower the 
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Kewajiban Bank PenyimpanKewajiban Bank Penyimpan

Setelah bank memperoleh persetujuan 

menjadi bank penyimpan dana/margin 

dari rekening terpisah, maka bank memiliki 

kewajiban sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas 

Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/

Bappebti/Per/7/2006 yaitu sebagai berikut :

Bank wajib memeriksa dan memastikan bahwa 

pembukaan rekening terpisah dilakukan oleh 

Pengurus Pialang Berjangka yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan Akte  Pendirian 

Perusahaan Pialang Berjangka.

Rekening terpisah hanya dapat diaktifkan 

oleh Pihak Bank setelah Pialang Berjangka 

memperoleh ijin usaha dari Bappebti.

Bank harus melakukan pemblokiran rekening 

terpisah apabila ijin usaha Pialang Berjangka 

dibekukan atas perintah tertulis dari Bappebti.

Bank harus melakukan penutupan rekening 

terpisah apabila ijin usaha Pialang Berjangka 

dicabut atas perintah tertulis dari Bappebti.

Bank tidak dapat melakukan penutupan 

rekening terpisah yang dimohonkan oleh 

Pialang Berjangka tanpa persetujuan dari 

Bappebti.

Setiap pendebetan rekening terpisah 

dalam rangka pembayaran komisi, biaya 

transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam 

memenuhi kewajiban dilakukan dengan cara 

pemindahbukuan.

Setiap pendebetan yang dilakukan oleh 

Pialang berjangka disertai dengan perintah 

tertulis dari nasabah.

Bank tidak dapat menyetujui penggantian 

nomor rekening terpisah Pialang Berjangka 

tanpa terlebih dahulu memperoleh 

persetujuan dari Bappebti.

Bank penyimpan lain tidak boleh menerima 

permohonan pembukaan rekening terpisah 

baru tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin 

dari Bappebti.

Bank wajib menyampaikan laporan 

penutupan rekening terpisah  yang dilakukan 

oleh Bank Indonesia kepada Bappebti dalam 

jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja 

terhitung sejak dilakukan penutupan.

Bank wajib melakukan pemindahbukuan 

rekening terpisah ke rekening penampungan 

yang ditunjuk Bappebti bilamana terjadi 

penutupan rekening terpisah.

Bank wajib menyampaikan laporan permintaan 

pemblokiran dari pihak yang berwenang selain 

Bappebti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak 
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dilakukan pemblokiran kepada Bappebti.

Selain kewajiban yang diatur dalam Peraturan 

Kepala Badan Pengawas Perdagangan 

Berjanga Komoditi Nomor 59/Bappebti/

Per/7/2006, Bank yang telah memperoleh 

persetujuan juga wajib membuat laporan 

tentang keadaan dan perkembangan 

usahanya setiap tahun takwin kepada 

Bappebti.9 Bentuk dan isi laporan tahunan 

Bank Penyimpan dana margin, dana 

kompensasi dan dana jaminan sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Kepala Badan 

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi 

Nomor 42/Bappebti/KP/V/2003 tentang 

Perubahan Keputusana Kepala Bappebti 

Nomor 35/Bappebti/KP/III/2002 tentang 

Penyusunan Laporan Tahunan mengenai 

Keadaan dan Perkembangan Kegiatan 

Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring 

Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat 

Berjangka, Pengelola Sentra Dana Berjangka, 

Pedagang Berjangka dan Bank, sekurang-

kurangnya memuat keterangan tentang 

kegiatan pengelolaan penyimpanan margin/

dana kompensasi/dana jaminan dalam 

rangka perdagangan berjangka sesuai dengan 

persetujuan yang diberikan oleh Bappebti.

PenutupPenutup

Pengaturan rekening terpisah bertujuan untuk 

memberikan perlindungan bagi nasabah dari 

penyalahgunaan oleh Pialang Berjangka serta 

mempermudah pengawasan oleh Bappebti. 

Pentingnya peran bank dalam transaksi 

9 Lihat Pasal 85 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 
9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan 
Berjangka Komoditi

perdagangan berjangka komoditi maka 

diharapkan Bank Penyimpan untuk  mematuhi 

segala ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan perdagangan berjangka komoditi 

dalam rangka perlindungan bagi masyarakat 

yang melakukan kegiatan perdagangan 

berjangka komoditi.

Atas pertimbangan bahwa dana pada 

rekening terpisah merupakan dana milik 

nasabah maka bagi nasabah Pialang Berjangka 

perlu diberikan akses untuk memperoleh 

keterangan data dan informasi margin dalam 

rekening terpisah (segregated account).
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